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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

hwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman
Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan untuk
meningkatkan kualitas penerapan Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, maka perlu membuat
Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi  Birokrasi
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone
Bolango tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi
Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4060);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi
Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4269);



Memperhatikan :

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik ﬁ1donesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010
tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2011;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi
Birokrasi;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman
Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah,

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun
2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PEDOMAN
EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO



BAB I
KETENTUANUMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Kabupaten adalah Kabupaten Bone Bolango .

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut OPD adalah
Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
selaku pengguna anggaran.,

Agen Perubahan {Agent of Change) adalah individu/kelompok yang
terlibat dalam merencanakan perubahan dan
mengimplementasikannya.

Evaluasi Eksternal adalah evaluasi atas pelaksanaan reformasi
birokrasi yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi atau tim yang ditugaskan oleh unit
pengelola reformasi birokrasi nasional.

Kertas Kerja adalah lembar isian/jawaban atas pertanyaan yang
berhubungan dengan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi
birokrasi.

Konsensus adalah proses untuk menghasilkan atau menjadikan
kesepakatan yang disetujui secara bersama-sama.

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang
selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang
berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai
metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh
terhadap kinerja instansi pemerintah.

Asesor adalah pegawai di lingkungan instansi pemerintah yang
melakukan PMPRB di tingkat pemerintah daerah ataupun tingkat

unit kerja.

10.Tim asesor adalah tim yang dibentuk untuk melakukan PMPRB di

pemerintah daerah.

11.Unit Kerja adalah unit organisasi eselon 1 dan unit kerja mandiri

pada pemerintah daerah.



BAB II
PEDOMAN EVALUASI
Pasal 2

Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah merupakan

instrumen bagi asesor instansi pemerintah dalam melakukan penilaian

mandiri kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi pada instansi

pemerintah.
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Pasal 3
Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud
Pasal 2, terdiri atas :
a. Pedoman penilaian mandiri pelaksanaan reormasi birokrasi; dan
b. Petunjuk tekhnis penilaian mandiri pelaksanaan reformasi
birokrasi secara online.
Ketentuan mengenai evaluasi reformasi birokrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB III
PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dilaksanakan
tim asessor yang dikoordinasikan oleh inspektur.
Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
unsur yang mewakili seluruh unit kerja.
Tim asessor sebagaimana dimaksud pada ayat (1} ditetapkan

dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5
Tim asessor menyampaikan Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
disampaikan secara resmi oleh Sekretaris Daerah kepada Menteri.
Hasil penilaian secara mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara online.
Dalam hal tidak dapat disampaikan secara online, hasil penilaian

dapat disampaikan dalam bentuk dokumen.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Bone Bolango.
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Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 31 igveius 2020
SEKRETARIS DAERAH ONE BOLANGO,

. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2020 NOMOR



